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KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menetapkan Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Negeri Tobelo Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis merupakan
pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap
Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L)
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pengadilan Negeri Tobelo yang merupakan kawal depan dari Pengadilan Tinggi
Maluku Utara telah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana
Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini memuat
tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dalam
pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama
jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan
yang berlaku. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tobelo Tahun 2020-
2024 perlu direview secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi
Mahkamah Agung RI.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis ini. Semoga

bermanfaat dan dapat mewujudkan Pengadilan Negeri Tobelo yang agung.

iLr

-

%unm PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H
o MIP. 137701162002121003
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1.1

BAB |
PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Tobelo merupakan Peradilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan
Tinggi Maluku Utara sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat
pertama. Pengadilan Negeri Tobelo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor JZB 1/ 1/ 17 tanggal 23 Mei 1971 tentang Pemindahan Pengadilan
Negeri Morotai ke Pengadilan Negeri Tobelo. Adapun Pengadilan Tinggi yang

membawahi Pengadilan Negeri Tobelo pada saat itu adalah Pengadilan Tinggi Ambon.

Pengadilan Negeri Tobelo berada di bawah dan menjadi bagian wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2004 Tanggal 6 Juli 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
Adapun yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Tobelo saat ini meliputi Kabupaten Halmahera

Utara dan Kabupaten Pulau Morotai.

Pulau

Morotai

Halmahera
Utara

P TH A LKL

Gambar 1 Yurisdiksi PN Tobelo
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1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Tobelo mencakup hal-hal yang memang sudah diatur

dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan

kemudian, mencakup:

1.

Pengadilan Negeri Tobelo adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
khusus di wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai;
Pengadilan Negeri Tobelo merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan
baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan

mutasi) pegawai di Pengadilan Negeri Tobelo;

. Adanya Undang-Undang yang mangatur kewenangan Pengadilan Negeri Tobelo

selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
Telah mengadaptasi teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan

kewenangannya.

6. Telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).

7. Telah terakreditasi “A” dan telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tobelo dirinci dalam

beberapa aspek :

1.

Aspek Proses Peradilan

Transparansi proses peradilan belum maksimal, sehingga masih ada stigma di

masyarakat dan rendahnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat tentang integritas

dan kinerja Pengadilan Negeri Tobelo.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Tobelo belum mempunyai kewenangan untuk merekrut
pegawai berdasarkan kebutuhan Pengadilan.

- Rekruitmen PNS vyang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tobelo.

- Kompetensi pegawai Pengadilan Negeri Tobelo masih kurang memadai baik
di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Jumlah hakim pengawas bidang yang terbatas menyebabkan pelaksanaan

pengawasan dan pembinaan kurang maksimal.
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- Pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja belum berjalan secara maksimal.
- Belum dilaksanakannnya sistem punishment untuk mengontrol kinerja aparat

peradilan.

4. Aspek Tertib Administarsi dan Manajemen Peradilan

Walaupun sudah menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

akan tetapi masih menggunakan pembukuan secara manual.

. Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang operasional kantor masih kurang.

c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tobelo untuk

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1.

Aspek Proses Peradilan

Adanya website resmi Pengadilan Negeri Tobelo dengan alamat www.pn-

tobelo.go.id yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses

berperkara, layanan informasi, e-survey, informasi laporan bulanan, e-court,
jadwal sidang dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan
kinerja.

- Adanya rekrutmen PNS yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Tobelo
secara berkala oleh Mahkamah Agung RI.

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Negeri Tobelo, Pengadilan Tinggi Maluku Utara maupun
Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Aspek Pengawasan dan pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala
oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Tobelo.

- Adanya kegiatan pengawasan eksternal yang dilaksanakan secara berkala

oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

- Penerapan sistem Akreditasi yang digagas oleh Dirjen Badan Peradilan
Umum guna menjamin standar pelayanan yang diberikan oleh pengadilan.

Aspek Sarana dan Prasarana
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- Sudah tersedianya fasilitas gedung kantor ramah pengunjung disabilitas
serta peralatan berbasis teknologi informasi guna menunjang pelayanan
kepada masyarakat.

- Adanya belanja modal yang dialokasikan oleh Mahkamah Agung RI setiap
tahunnya untuk menambah sarana dan prasarana penunjang operasional

kantor

d. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tobelo yang akan

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan

sebagai mana yang diharapkan.

1.

3.

4.

Aspek Proses Peradilan

Belum seluruhnya aparatur peradilan menguasai peraturan perundang-undangan
yang berlaku baik secara formil & materiil sehingga perlu adanya suatu sistem
bimbingan yang berkelanjutan secara internal maupun eksternal agar proses
peradilan dapat berjalan dengan baik.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Pegawai di Pengadilan Negeri Tobelo belum seluruhnya memiliki kesempatan
untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuan yang diperlukan
untuk bekerja.

Aspek Pengawasan dan pembinaan

Volume pekerjaan yang semakin meningkat mengakibatkan hakim harus bekerja
ekstra untuk mengawasi dan membina aparatur peradilan.

Aspek Sarana dan Prasarana

Semakin tingginya ketergantungan akan teknologi informasi harus ditunjang

dengan maintenance yang baik.
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BAB I
VISI, MiSI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MisI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi. Visi
Pengadilan Negeri Tobelo mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tobelo Yang Agung”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan
agar tujuan organsiasi dapat terlaksana dan terwujud. Intepretasi lebih mendetalil
diperlukan agar misi dapat kemudian diterjemahkan ke langkah-langkah kerja atau
tahapan pencapaian tujuan. Sehingga misi diharapkan membawa organisasi kepada
suatu fokus tujuan dan pada akhirnya akan menjelaskan mengapa organisasi itu ada.

Adapun Misi Pengadilan Negeri Tobelo adalah:

Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tobelo.
Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tobelo.

=

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tobelo.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu pada pernyataan visi dan misi
Pengadilan Negeri Tobelo. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tobelo
adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti,
transparan, dan akuntabel;

2. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tobelo

adalah sebagai berikut :
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Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel;
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

=

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
utama saling terkait satu dengan lainnya dan menjadi acuan dalam penilaian kinerja suatu
organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tobelo adalah
sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja

) Sasaran Strategis ‘ Indikator Kinerja
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
-  Perdata
Transparan dan Akuntabel - Pidana

- Pidana Khusus

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu :
- Perdata
- Pidana
- Pidana Khusus

c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :
- Banding
-  Kasasi
- PK

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang
diselesaikan secara Diversi

Index Kepuasan Pencari Keadilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan a. Persentase salinan putusan yang dikirim
Penyelesaian Perkara kepada para pihak tepat waktu
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui
Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara
lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah
perkara diputus

3. Meningkatnya akses peradilan bagi a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

masyarakat miskin dan terpinggirkan

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan bantuan hukum
(Posbakum)
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4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Persentase putusan perkara perdata yang

pengadilan ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tobelo
untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan

Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti,
transparan, dan akuntabel, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan, serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Dengan Indikator kinerja sebagai berikut:

1. Penyelesaian sisa Perkara Pidana & Perdata;

Penyelesaian Perkara Pidana & Perdata yang diselesaikan tepat waktu;

Peningkatan kualitas putusan;

Penyelesaian perkara diversi;

Survey Kepuasaan Masyarakat dan Survey Persepsi Korupsi;

o 0 r w N

Penyelesaian perkara secara prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu
melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum);
7. Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan (zitting plaatz);
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara. Dengan indikator kinerja sebagai berikut:
1. Penyampaian isi putusan yang tepat waktu;
2. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
3. Penyampaian berkas upaya hukum banding yang lengkap dan tepat waktu;
4. Publikasi putusan yang menarik masyarakat secara one day publish.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mendukung kedua program diatas dengan pengadaan sarana dan prasarana di

Pengadilan Negeri Tobelo.
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BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI serta dalam rangka
mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara Yang Agung, maka
Pengadilan Tinggi Maluku Utara menetapkan 6 sasaran sebagai berikut:

a. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

© a o T

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal.

f.  Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategi 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran stategis proses peradilan yang pasti, trasparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Proses berperkara yang sederhana,

b. Penguatan akses peradilan.

c. Menciptakan inovasi-inovasi untuk menunjang pelaksanaan tugas baik melalui
revisi SOP maupun melalui aplikasi-aplikasi untuk pelayanan dan penunjang
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik di kepaniteraan maupun di
kesekretariatan.

Sebagai contoh setiap tingkat keberhasilan sistem informasi penelusuran perkara
(SIPP), yaitu setiap perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim, maka maijelis
hakim dan Panitera Pengganti dalam waktu 1x24 Jam harus menginput putusan
tersebut dalam SIPP. Inputan putusan tersebut mengandung makna agar setiap
masyarakat pencari keadilan dapat penelusuri proses perkaranya pada tingkat
banding. Kemudian untuk mengetahui bagaimana putusan perkara tersebut, maka

dapat diakses melalui website Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
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Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara
Jangka waktu penanganan perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur
melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1998 tentang
Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata
umum,perdata Negeri dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan
keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya

kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Disamping itu untuk merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian
perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua
Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor:
119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ketiga menyatakan bahwa hari
musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas
perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu
penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara
Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).
Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu

termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara diwilayah hukum
Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan tindak lanjut atas regulasi yang telah dikeluarkan
Mahkamah Agung, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara
dengan melakukan inovasi penyelesaian perkara yaitu penyelesaian perkara sampai
dengan pengiriman kembali ke Pengadilan Pengaju, untuk perkara pidana selama 12
hari, perkara perdata selama 16 hari. Perkara Tipikor selama 13 hari, perkara anak

selama 6 hari.
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Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut:
a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
b. Sidang Keliling/Zittingplaats
c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI
No.01 Tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
= Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
= Sidang Keliling/Zittingplaats;

= Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Dalam rangka Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara diwilayah hukumnya,
Pengadilan Tinggi Maluku Utara melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan

perkara.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur
Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan jajarannya secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur Pengadilan
Tinggi Maluku Utara dan jajarannya, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1)
Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif
dalam pelaksanaan pengawasan dan (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas

pelayanan peradilan bagi masyarakat.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan
Aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan tranparansi pengelolaan SDM,
Keuangan dan Aset, sistem promosi dan mutasi pegawai hingga pengelolaan
keuangan dan asset dalam wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara dilaksanakan
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan didukung oleh sistem yang terkomputerisasi
dan tenaga yang ahli serta pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pelatihan baik secara

langsung maupun secara daring lewat zoom meeting.
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3.2 KERANGKA REGULASI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi

bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan Penjabaran dari visi, misi
dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang
memuat  strategi  pembangunan  Nasional, kebijakan  umum,  program
kementrian/lembaga dari lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas
kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dalam rencana kerja yang berupa

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan®.

Seiring dengan diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas
pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan
adanya suatu regulasi peraturan perundang- undangan yang berkualitas. Mahkamah
Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke Il tahun
2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah
guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin

mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun
2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga, maka
kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan
sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi
merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam
rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam Peraturan
Pemerintah No 18 tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan
Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi
dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2020-2024

adalah:
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a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan;

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung prioritas
pembangunan;

c. Meningkatkan efesiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan

pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara Sebagai salah satu satuan kerja dibawah Mahkamah
Agung dalam merealisasikan program Pemerintah yang dituangkan dalam dalam
RPJM tahun 2020 - 2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan
kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah barang tentu
akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan

dan strategi Mahkamah Agung.
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Isu Strategis

KERANGKA REGULASI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Arah Kebijakan 2020-

Arah Kerangka

Kebutuhan Regulasi

Penanggung

Bagian Terkait

1. Peningkatan
Penyelesaian
Perkara

2. Optimalisasi
Manajemen
Perkara

2024
Penyederhanaan
Proses  Berperkara,
Penguatan Akses
Pada Keadilan
Modernisasi
Manajemen Perkara

Penataan Ulang
Proses  Manajemen
Perkara

Peningkatan
Penyelesaian Perkara
Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
Peningkatan Kualitas
SDM

Regulasi
Penguatan Pada 6
satuan Kerja
Lingkungan
Pengadilan
Maluku Utara

Tinggi

* |Implementasi SK
KMA Tentang
Percepatan
Penyelesaian
Perkara

* Peningkatan
Pelayanan Publik

» Standarisasi
Pelaksanaan
Bimtek

Surat Edaran Hasil
rapat Pleno

MOU Pelaksanaan
Standar Operasional

(SOP)

Juklak/Juknis
percepatan
Penyelesaian Perkara
Pembuatan Surat
Edaran  Peningkatan
Pelayanan Publik
Juklak/Juknis Bimtek
Standar  Operasional
Prosedur (SOP)

tentang

Jawab

Panitera PT.
Maluku Utara

Kepaniteraan PT
Maluku Utara,
Kesekretariatan
PT Maluku Utara
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3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TOBELO
Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara serta
dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Negeri Tobelo, maka arah kebijakan dan
strategi Pengadilan Negeri Tobelo dirumuskan sebagai berikut:
a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran stategis proses peradilan yang pasti, trasparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
= Meningkatkan Rasio Penyelesaian Perkara
= Meningkatkan kepatuhan upload perkara di Aplikasi SIPP,
= Memenuhi tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
= Transparansi kinerja PN Tobelo melaui berbagai media.
b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
= Meningkatkan tertib administrasi berkas perkara.
c. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
= Menyediakan Posbakum di Pengadilan Negeri Tobelo yang bekerja sama
dengan Lembaga bantuan hukum.
= Menyelenggarakan proses peradilan di luar gedung pengadilan melalui

Zitting plaats.

3.2 KERANGKA REGULASI PENGADILAN NEGERI TOBELO
Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi
yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta
kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung
pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka

Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan
fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga
untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal
RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-20124

adalah:
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a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan,
b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas
pembangunan,
c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan
regulasi.
Pengadilan Negeri Tobelo sebagai salah satu satuan kerja dibawah Mahkamah Agung
dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam merealisasikan program Pengadilan Tinggi
Maluku Utara yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku
Uara tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi yang dirumuskan

sebaai berikut:
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Isu Strategis

KERANGKA REGULASI PENGADILAN NEGERI TOBELO

Arah Kebijakan

Arah Kerangka

Kebutuhan Regulasi

Penanggung

Bagian Terkait

1. Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

3. Meningkatkan Akses
Peradilan Bagi
Masyarakat  Miskin
dan Terpinggirkan

2020-2024
Meningkatkan Rasio
Penyelesaian Perkara
Meningkatkan kepatuhan
upload perkara di Aplikasi
SIPP

Memenuhi tindak lanjut
hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
Transparansi kinerja PN
Tobelo melalui berbagai
media

Meningkatkan tertib
administrasi berkas
perkara

Menyediakan Posbakum

di Pengadilan  Negeri
Tobelo yang bekerja sama
dengan Lembaga bantuan
hukum

Menyelenggarakan proses
peradilan di luar gedung
pengadilan melalui zitting
plaats

Regulasi
Monitoring &
Evaluasi BAP
Sidang
Evaluasi Hasil
Survey Kepuasan
Masyarakat
Update kinerja PN
Tobelo di sosial
media

Monitoring &
Evaluasi
Penanganan
Perkara

Evaluasi  kinerja
panitera muda
Kerjasama
pengadaan
Posbakum tanpa
dipungut biaya
Penyelenggaraan
layanan PTSP PN
Tobelo di zitting
plaats Morotai

Jawab
SK Satgas SIPP
SK Tim Survey IKM

Perjanjian  Kinerja
Pegawai

SK pengelola
website & sosial
media

SK Standar

Pelayanan Publik

SK Satgas SIPP
Perjanjian Kinerja
Pegawai

SK Reward And
Punishment

Panitera PN
Tobelo

MOU
Penyelenggaraan
Posbakum

SK Penempatan
Pegawai di zitting
plaats Morotai

Kepaniteraan
PN Tobelo,
Kesekretariatan
PN Tobelo
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3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terjadi perubahan struktur
pada Pengadilan Negeri Tobelo yang menyesuaikan dengan Perma tersebut yang
semakin memperjelas pembedaan administrasi pengadilan berdasarkan jenisnya
sehingga dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan
administrasi kesekretariatan. Namun demikian masih tetap dalam satu garis koordinasi

dan pertanggungjawaban yaitu seorang Ketua Pengadilan Negeri Tobelo.

Penyelenggaraan administrasi di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan di
Pengadilan Negeri Tobelo diharapkan dapat meningkat di setiap tahunnya. Adapun

struktur organisasi Pengadilan Negeri Tobelo adalah sebagai berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI TOBELO KELAS I
KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM ‘
| |
| PANITERA | | SEKRETARIS |

I

l

‘ I I

I'| PANITERA MUDA || PANITERA MUDA
I

l

KASUBBAG KASUBBAG

‘ PANITERA MUDA KASUBBAG UMUM

KEPEGAWAIAN & PERENCANAAN,
PERDATA PIDANA HUKUM DAN KEUANGAN ORGANISASI & TATA “ TEKNOLOGI INFORMASI,‘
LAKSANA DAN PELAPORAN
r ______ 1
JURUSITA PANITERA
PENGGANTI
JURUSITA
PENGGANTI .
Garis Komando

—-— e = = = Garis Koordinasi
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target Kinerja merupakan sasaran kinerja yang spesifik yang akan dicapai oleh Lembaga
dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
penyusunan indikator kinerja. Hal ini diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Target Kinerja Pengadilan Negeri Tobelo

adalah sebagai berikut:

Sasaran

Target Kinerja

Target Kinerja ditetapkan setelah

[\ [o)

2.

Terwujudnya

Peradilan yang pasti,
transaparan, dan

akuntabel

Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan:

- Perdata

- Pidana

- Pidana Khusus
b. Persentase perkara

yang diselesaikan

tepat waktu :

- Perdata

- Pidana

-  Pidana Khusus
c. Persentase Putusan

Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

Persentase Perkara

Pidana  Anak yang
diselesaikan secara
Diversi

Index Kepuasan Pencari

Keadilan
Persentase salinan
putusan yang dikirim

kepada para pihak tepat
waktu

Persentase Perkara yang

diselesaikan melalui
Mediasi

Persentase berkas
perkara yang
dimohonkan Banding,

Kasasi dan PK vyang

95

92

92

100

100

95

93

92

100

100

95

94

92

100

100

95

94

92

100

100

95

94

92

100

100

Sosara S | ndiator Kinoa | 2020 | i1 | 202z | tds a0tk

Proses
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diajukan secara lengkap
dan tepat waktu
Persentase putusan 100 100 100 100 100
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
perkara diputus
3. Meningkatnya akses @ Persentase perkara 0 0 0 0 0
peradilan bagi prodeo yang
masyarakat miskin dan = diselesaikan
terpinggirkan Persentase perkara yang 100 100 100 100 100
diselesaikan di  luar
gedung pengadilan
Persentase pencari 100 100 100 100 100
keadilan golongan
tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum

(Posbakum)
4. Meningkatnya Persentase putusan 10 10 10 10 10
kepatuhan terhadap @ perkara perdata yang
putusan pengadilan ditindaklanjuti
(dieksekusi)

4.2 KERANGKA PENDANAAN
Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan
program dan kegiatan yang dibiayai. Sasaran Strategis tersebut merupakan arahan bagi
Pengadilan Negeri Tobelo untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan dan
membuat rincian-rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai
berikut :
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Program/Kegiatan

Program Dukungan Manajemen

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN NEGERI TOBELO

Sasaran

Indikator Kinerja

Anggaran

2022 2023

Manajemen

Peradilan Umum

Peradilan yang Pasti,
Transparan, dan
Akuntabel

Penyelesaian

Perkara tepat

waktu:

- Perdata

- Pidana

- Pidana
Khusus

2. Indeks Kepuasan

Masyarakat

1066 Pembinaan Penyelenggaraan layanan = Pengelolaan dan 4.400.000.000 4.400.000.000 4.500.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000
Administrasi dan peradilan Pelaporan Keuangan
Pengelolaan Yang Transaparan dan
Keuangan Badan Akuntabel
Urusan Administrasi

1071 Pengadaan Sarana Pemenuhan Kebutuhan 37.500.000 37.500.000 37.000.000 188.000.000 50.000.000
dan Prasarana di Sarana dan Prasarana
Lingkungan dalam Mendukung
Mahkamah Agung Pelayanan Peradilan

005.03 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
1049 Peningkatan Terwujudnya Proses 1. Presentase 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
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Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya Akses
Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan

Pengadilan

Presentase Efektifitas
putusan
1. Presentase 250.000.000 250.000.000
Penyelesaian
Perkara di luar
Gedung
pengadilan
2. Presentase
pencari keadilan
yang mendapat
Posbankum
Presentase Putusan

yang dieksekusi

250.000.000

250.000.000

250.000.000
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tobelo Tahun 2020-2024 disusun berdasar
surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober
2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama dengan mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun
2020-2024 dan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Sehingga sejalan dengan kedua renstra tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tobelo Tahun 2020-2024
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.
Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah,
peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang dijalankan selama kurun

waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tobelo harus terus disempurnakan dari waktu
kewaktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan
perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan
kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang

dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri
Tobelo memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan
sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan

Negeri Tobelo dapat terwujud dengan baik.
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LAMPIRAN



MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi  : Pengadilan Negeri Tobelo
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tobelo Yang Agung.
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tobelo;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tobelo;
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tobelo;
Target
No Tujuan M‘;f:;ﬂ';h Sasaran Target Strategi
(5 Tahun)
Indikator Target Pertahun Anggaran (Juta Rupiah)
Uraian Indikatorkinerja % Uraian Indikator kinerja 20202021 (2022|2023 [2024| Program Kegiatan — -
KinerjaKegiatan | jumlah| Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Terwujudnya Persentase para 80 Terwujudnya a. Persentase sisa perkara 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | Penegakan Peningkatan | Jumlah perkara | 350 Perkara 60 60 65 65 65
kepercayaan pihak yang Proses Peradilan yang diselesaikan: dan Manajemen | peradilan umum yang
masyarakat percaya yang Pasti, - Perdata Pelayanan Peradilan diselesaikan di tingkat
terhadap sistem terhadap sistem Transparan dan ) P!dana Hukum Umum pertama dan banding
. . . - Pidana Khusus
peradilan melalui | peradilan Akuntabel tepat waktu;
proses peradilan b. Persentase perkara yang | 95 | 95 |95 | 95 | 95
yang pasti, diselesaikan tepat waktu:
transparan dan - Perdata
akuntabel. - Pidana
- Pidana Khusus
c. Persentase Putusan 92 |93 |94 |94 |94
Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum:
- Banding
- Kasasi
- PK
d.  Persentase Perkara 0 0 0 0 0
Pidana Anak yang
diselesaikan secara




Diversi

e. Index Kepuasan Pencari

Keadilan

92

92

92

92

92

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase salinan
putusan yang dikirim
kepada para pihaktepat
waktu

100

100

100

100

100

b. Persentase Perkara yang
diselesaikan melalui
Mediasi

c. Persentase berkas
perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara
lengkap dan tepat waktu

100

100

100

100

100

d. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam waktu
1 hari setelah perkara
diputus

100

100

100

100

100

Terwujudnya
pelayanan akses
peradilan bagi
masyarakat miskin
dan terpinggirkan

Persentase perkara
yang terlayani
melalui Pos
Pelayanan bantuan
hukum
(Posbankum)  dan
zitting plaatz.

80

Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

a. Persentase perkara
prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan

100

100

100

100

100

c. Persentase pencari
keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan
bantuan hukum
(Posbakum)

100

100

100

100

100

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

10

10

10

10

Penegakan
dan
Pelayanan
Hukum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Jumlah Perkara yang
diselesaikan secara
prodeo

Perkara

Jumlah Perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan

30

Perkara

Jumlah Layanan
Posbankum

480

Jam
Layanan

Jumlah Perkara yang
dieksekusi

Perkara

250

250

250

250

250
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOBELO

NOMOR: W28-U4/30a/0T.01.1/1/2022
TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI TOBELO
KETUA PENGADILAN NEGERI TOBELO,

Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Bahwa untuk membuat dan menetapkan Reviu Rencana
Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Tobelo perlu
membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Pengadilan Negeri Tobelo;

Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Tobelo dipandang cakap dan
mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu
Rencana Strategis tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2009;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2009;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOBELO TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI TOBELO.

Menunjuk tim kerja untuk Reviu Rencana Strategis 2020-2024
Pengadilan Negeri Tobelo;

Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri
Tobelo;

Setelah selesai mereviu, tim Reviu Rencana Strategis 2020-2024
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 10 Januari 2022

& /8

oY

U LBUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA,
=8, M.H.

NIP. 197701162002121003




LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN NEGERI TOBELO

NOMOR . W28-U4/30a/0T.01.1/1/2022
TANGGAL :10 Januari 2022

SUSUNAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI TOBELO

Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Tobelo

Pengarah : 1. Sugeng Harsoyo, S.H.
2. Hendra Wahyudi, S.H.
3. Mohammad Salim Hafidi, S.H.
4. Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.
5. Azharul Nugraha Putra Paturusi, S.H.

Penanggung Jawab : 1. Kharis M. Harisun, S.H.
2. Ulfa Mailani, S.E.

Koordinator : 1. Nobert Hangewa
2. Mohtar Souwakil, S.H.
3. Jones Vico Paays, S.H.
Anggota . Donylisan F. Romkeny, S.H.
Raoda Bin Usman, S.T.
Rio N. E. Prabowo, S.H.

wnN e

Sekretariat Aliftya

Zakia D. Meran, S.H.
Alwi U.H. Alting, S.H.
Minsar Manabung, S.H.

Nurjaima Maulagi, S.H.

arwnE

Ditetapkan di Tobelo

—=kada tanggal 10 Januari 2022
[ NEex

&
S 0




PENGADILAN NEGERI TOBELO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOBELO

NOMOR W28-U4/30b/OT.00/1/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

PENGADILAN NEGERI TOBELO

KETUA PENGADILAN NEGERI TOBELO,

a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap
Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional,

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Negeri
Tobelo perlu menyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri
Tobelo Tahun 2020-2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tentang Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Tobelo Tahun 2020-2024.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,

3.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.



MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOBELO
TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI TOBELO

Pertama . Menetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tobelo
Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Tobelo;
2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tobelo;

3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka
Kelembagaan Pengadilan Negeri Tobelo;

4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri
Tobelo.

Kedua . Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tobelo Tahun 2020-2024
sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu menjadi dokumen
perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Negeri
Tobelo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020
sampai dengan 2024;

Ketiga . Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tobelo Tahun 2020-2024
sebagimana dimaksud dalam dictum KESATU digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Negeri
Tobelo periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024;

Keempat . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo
__Pada Tanggal 10 Januari 2022
e Pengadilan Negeri Tobelo,

b NGURAH PUTU RAMA
“WIJAWA, S.H., M.H.
NIP. 197701162002121003



